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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. 
Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Perkara Nomor 162/Pid.B/2025/PN Stabat dapat dibebankan karena terdakwa Edi Pranata Samura dinilai sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan perbuatannya terbukti menimbulkan akibat terhadap korban. Walaupun dakwaan penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP diajukan sebagai dakwaan alternatif kedua, majelis hakim menyatakan terbukti dakwaan alternatif ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP karena lebih sesuai dengan fakta persidangan.

2. Penerapan unsur tindak pidana kekerasan atau penganiayaan dalam putusan dilakukan dengan menilai fakta bahwa terdakwa mengacungkan pisau egrek kepada korban, kemudian terjadi gerakan yang menyebabkan jari telunjuk tangan kanan korban mengalami luka gores akibat trauma benda tajam. Fakta tersebut didukung oleh keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti berupa pisau egrek, serta Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Kuala Nomor 440-2797/VR/XII/2024.

3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada dakwaan alternatif, alat bukti yang sah, fakta hukum di persidangan, terpenuhinya unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan, menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya, memerintahkan terdakwa tetap ditahan, mengembalikan dua janjang kelapa sawit kepada saksi Supri, memusnahkan pisau egrek, serta mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy kepada terdakwa.

B. 
Saran

1. Hakim dalam memutus perkara pidana yang dakwaannya berbentuk alternatif diharapkan terus menguraikan alasan pemilihan dakwaan secara jelas, agar pembaca putusan dapat memahami mengapa suatu dakwaan dinilai lebih sesuai dengan fakta persidangan dibandingkan dakwaan lainnya.

2. Majelis hakim diharapkan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan korban, hak terdakwa, dan kepentingan masyarakat, terutama dalam perkara yang bermula dari konflik di lapangan tetapi berkembang menjadi perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan.

3. Hakim dalam perkara kekerasan atau penganiayaan diharapkan selalu menempatkan alat bukti surat seperti visum et repertum bersama keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, sehingga hubungan antara perbuatan terdakwa dan akibat pada korban dapat dipertimbangkan secara lebih cermat. Analisis terhadap putusan ini harus tetap objektif. Perbuatan terdakwa yang awalnya berkaitan dengan pengambilan buah sawit tidak boleh menutupi fokus utama pembahasan, yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan luka pada korban.
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